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BUPATI SUMBAWA BARAT 
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT 
  

 

NOMOR 90 TAHUN 2019 

TENTANG 

PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, 

SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PUSAT 

KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN SUMBAWA BARAT 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUMBAWA BARAT, 

Menimbang : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah 

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa 

Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat; 

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit 

Pelaksana teknis Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Pembentukan Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 

Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi  Nusa Tenggara Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340); 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara  

Republik Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114); 

7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 159); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007); 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 Tentang 

Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit 

Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 451); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 

2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Daerah Kabupaten 



3 

 

Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat 

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019 nomor 7). 

 

MEMUTUSKAN: 

  
Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN 

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA 

KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PUSAT 

KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN SUMBAWA BARAT 

 
 

BAB I 
 

KETENTUAN UMUM 
 
  

Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Sumbawa Barat. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. 

3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. 

5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat. 

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah unsur 

pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional 

dan/atau kegiatan teknis penunjang yang berada di bawah Dinas Kesehatan. 

8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis 

tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat; 

9. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis 

tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya. 

10.  Jabatan Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang 

dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan 

kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran 

tugas kedinasan. 
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11. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap tenaga keperawatan untuk 

menentukan kelayakan pemberian Kewenangan Klinis. 

 
 

BAB II 

PEMBENTUKAN 
 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Kesehatan 

Kabupaten Sumbawa Barat. 

(2) UPTD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 

1. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Taliwang; 

2. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Brang Rea; 

3. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Brang Ene; 

4. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Poto Tano; 

5. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Seteluk; 

6. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Jereweh; 

7. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Maluk; 

8. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sekongkang; 

9. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tongo. 

  
BAB III 

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
Bagian Kesatu  

Kedudukan  
Pasal 3 

 
(1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian 

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu 

yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan yang 

berkedudukan di bawah Dinas Kesehatan. 

(2) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan unit organisasi bersifat 

fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. 

(3) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang merupakan pejabat fungsional 

tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan, dan berkedudukan di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa 

Barat melalui Sekretaris Dinas Kesehatan.  
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Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  

Pasal 4 
 
(1) Susunan Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :  

a. Kepala UPTD; 

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; 

c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tercantum dalam 

Lampiran Peraturan Bupati ini. 

 
BAB III  

TUGAS DAN FUNGSI   
 

Pasal 5 
 
UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melakukan sebagian tugas 

Dinas Kesehatan dalam hal mengelola pelayanan kesehatan kepada masyarakat 

secara paripurna dalam wilayah kerjanya untuk mewujudkan masyarakat yang 

mandiri, berbudaya dan sejahtera serta hidup sehat berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 6 

Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai uraian tugas : 

a. menyusun program kerja UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat berdasarkan 

program kerja dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan sebagai pedoman 

dalam melaksanakan tugas; 

b. menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari isi perintah tertulis 

maupun lisan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya 

masing-masing untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melakukan tugas dan kegiatan bidang pelayanan kesehatan di wilayah 

kerjanya masing-masing sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan; 

e. membuat bahan penyusunan konsep kebijakan teknis pengelolaan UPTD 

Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai bahan pertimbangan atasan dalam 

penetapan kebijakan teknis; 

f. menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada 

masyarakat, pelayanan rujuk medik; 

g. melakukan koordinasi seluruh upaya kesehatan; 
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h. mengembangkan sarana pelayanan kesehatan guna mengoptimalisasikan 

pelayanan kesehatan masyarakat; 

i. membina kader pembangunan kesehatan, kegiatan swadaya masyarakat dan 

peran serta masyarakat; 

j. melakukan pembinaan teknis dan pembantuan sarana prasarana kepada 

Unit Pelayanan Kesehatan Swasta (Organisasi Swadaya Masyarakat di Bidang 

Kesehatan) guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengobatan penyakit; 

k. mengawasi pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan 

pelayanan rujukan medik guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi 

pelayanan kesehatan masyarakat; 

l. menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data 

sebagai bahan analisis kebijakan; 

m. melakukan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja dengan lembaga 

masyarakat dan atau masyarakat terkait, baik secara formal maupun informal 

guna mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas; 

n. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan petunjuk 

teknis lainnya di bidang kesehatan masyarakat untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

o. melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan 

perlengkapan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 

p. memeriksa tugas-tugas yang telah dilaksanakan bawahan; 

q. menyusun laporan kinerja bulanan, triwulanan dan tahunan UPTD Pusat 

Kesehatan Masyarakat; 

r. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan UPTD Pusat Kesehatan 

Masyarakat; 

s. memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan; 

t. menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis 

kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya; dan 

u. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya 

 
Pasal 7 

Subbagian Tata Usaha pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas 

melakukan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, 

perlengkapan dan rumah tangga UPTD.  
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Pasal 8 

Subbagian Tata Usaha pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai 

uraian tugas : 

a. menyusun program kerja Subbagian Tata Usaha berdasarkan program kerja 

UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan 

sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; 

b. menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari isi perintah tertulis maupun 

lisan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya 

masing-masing untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. menyiapkan bahan penyusunan program kerja UPTD Pusat Kesehatan 

Masyarakat; 

e. menghimpun dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

petunjuk teknis lainnya di bidang tata usaha untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

f. melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, 

keuangan, rumah tangga dan perlengkapan berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan; 

g. memeriksa tugas-tugas yang telah dilaksanakan bawahan; 

h. menyusun laporan kinerja bulanan, triwulanan dan tahunan Subbagian Tata 

Usaha pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat; 

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan Subbagian Tata Usaha UPTD 

Pusat Kesehatan Masyarakat; 

j. memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku; 

k. menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis 

kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya; 

l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 
  

BAB IV 
JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT   
Pasal 9 

 
(1) Kepala Puskesmas merupakan jabatan fungsional tenaga kesehatan yang 

diberikan tugas tambahan. 
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(2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD merupakan jabatan struktural eselon 

IV.b atau jabatan pengawas. 

 
 

BAB V  
TATA KERJA  

Bagian Kesatu  
Umum  

Pasal 10 
 
(1) Pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis daerah sebagai 

organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan 

teknis penunjang tertentu pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat 

Kesehatan Masyarakat. 

(2) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat, baik secara teknis operasional 

maupun teknis administratif berada di bawah, dibina dan bertanggung jawab 

kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 

kesehatan dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan 

fungsional dapat berkoordinasi dengan instansi yang berkaitan dengan 

fungsinya; 

 

Bagian Kedua  
Pelaporan  
Pasal 11 

 
(1) Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat wajib memberikan laporan yang akurat 

tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada 

kepada Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang 

Kesehatan; 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Pusat Kesehatan 

Masyarakat, wajib memenuhi perintah, mematuhi petunjuk dan 

bertanggung jawab kepada atasannya serta memberikan laporan tepat pada 

waktunya; 

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, 

wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut 

serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan; 

(4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman 

kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Bagian Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional  

Pasal 12 
 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas secara profesional sesuai 

dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam 

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Puskesmas. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

peraturan ini terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional 

yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan 

keterampilan. 

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan 

berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja. 

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
   

BAB VII  
PEMBIAYAAN  

Pasal 13 
 
(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat 

dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Sumbawa Barat. 

(2) Dinas melaksanakan pembinaan tata kelola Pusat Kesehatan Masyarakat dan 

tata kelola klinis serta menerima pertanggung jawaban Pusat Kesehatan 

Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 

(3) Pusat Kesehatan Masyarakat bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata 

kelola klinis. 

(4) Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pusat 

Kesehatan Masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat. 

 
BAB VIII 

 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 14 

 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh Organisasi Pusat Kesehatan 

Masyarakat yang saat ini ada, dinyatakan masih tetap berlaku dan wajib 
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menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu 

paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan. 

 
 

  

BAB IX 
 

KETENTUAN PENUTUP 
 

 

Pasal 16 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. 

 

 Ditetapkan di Taliwang 

pada tanggal, 28 November 2019                       

BUPATI SUMBAWA BARAT, 

 

 

         W. MUSYAFIRIN 

 

Diundangkan di Taliwang 

pada tanggal, 28 November 2019                          

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT, 

 

 

 

A. AZIS 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 91 
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR   90  TAHUN 2019 

TANGGAL, 28 November 2019 
 

STRUKTUR ORGANISASI 

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 

KABUPATEN SUMBAWA BARAT 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 BUPATI SUMBAWA BARAT, 

 
 

 
 

W. MUSYAFIRIN 

 
 
 

 

KEPALA  
UPTD 

 

SUBBAGIAN TATA 

USAHA 

KELOMPOK 

JABATAN FUNGSIONAL 


